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Abstrak
 

Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan

adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun

layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu

memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada bulan Oktober 2020,

realisasi BPHTB di DKI Jakarta baru mencapai Rp2,77 triliun atau sekitar 45,06% dari target penerimaan

BPHTB. Pemerintah meminta Bapenda DKI Jakarta untuk segera melakukan penyederhanaan proses

administratif kepengurusan BPHTB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa penerapan kebijakan sistem e-BPHTB sudah sesuai dengan asas kenyamanan pembayaran dan

kemudahan regulasi. Akan tetapi belum sesuai dengan aspek efisiensi biaya. Hambatan yang muncul dari

penerapan sistem e-BPHTB di DKI Jakarta yaitu adanya kendala pada jaringan dan jumlah Sumber Daya

Manusia yang masih terbatas.

......One of Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta efforts in order to increase BPHTB revenue as

well as a form of improving BPHTB Taxpayer services and compliance is to develop an electronic BPHTB

system or called e-BPHTB. Although the e-BPHTB service in DKI Jakarta has started to be launched at the

end of 2019, it has not been able to meet the set revenue target. Towards the end of the year, in October

2020, the realization of BPHTB in DKI Jakarta had only reached Rp.2.77 trillion or about 45.06% of the

BPHTB revenue target. The government asked the DKI Jakarta Bapenda to immediately simplify the

administrative process for BPHTB management. This study uses a post-positivist paradigm with a

qualitative approach and type of descriptive research. Data collection techniques were carried out through

literature studies and in-depth interviews with related sources The results of this study conclude that the

implementation of the e-BPHTB system policy is in accordance with the principles of payment convenience

and ease of regulation. However, it is not in accordance with the aspect of cost efficiency. The obstacles that

arise from the implementation of the e-BPHTB system in DKI Jakarta are the network constraints and the

limited number of Human Resources.
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